BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 4} TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang . a. bahwa bcrdasarkan Laporan Monitoring dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Karanganyar Semester | tahun 2017,

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi  kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran 2016 harus digunakan
untuk tahun 2017;

3. keadaan darurat dan keadaan luar Dbiasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

4. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan sehingga perlu diubah kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hururf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor
8 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa  Tengah
Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 14);



Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014-2018, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
67);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 87).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 46
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal |

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 46 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 46),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 87),
pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal Itti\  cLffO,

BUPATI KARANGANYAR, '
ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal \ula zLf)f~

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Baglan Hukum

NIP. 19750311 199903 1009



